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ABSTRACT

ABSTRACT

The Building Permit is one of the permits overseen by the Palembang City Regional
People's Representative Council (DPRD). This permit aims to regulate buildings in
Palembang City and manage city planning. This study aims to analyze the DPRD's
oversight of Building Permits. Yohanes Yahya (2006) suggests that supervision has a
process or stages, including establishing implementation standards, determining
implementation measures, measuring implementation, comparing implementation
standards, and taking corrective action. This study used a qualitative methodology
explained descriptively. The results of this study indicate that IMB supervision remains

ineffective due to a lack of human resource capacity and the development of community

participation in IMB supervision.
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ABSTRAK

ABSTRAK

Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu perizinan yang diawasi oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Palembang, perizinan ini bertujuan untuk
menertipkan bangunan yang ada di Kota Palembang dan mengelola Tata Kota. Penelitian
ini bertujuan untuk menganlisis pengawasan yang dilakukan DPRD dalam Izin
Mendirikan Bangunan, Yohanes Yahya(2006) mengemukakan pengawasan memiliki
proses atau tahap yang antara lain yaitu penetapan standar peaksanaan,penentu pengukur
pelaksanaan,pengukur pelaksanaan, perbandingan standar pelasanaan, pengambilan tidak
korektif. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang dijelaskan secara
dekritif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan IMB msih belum efektif
karna masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia, pengembangan partisipasi

masyarakatdalam pengawasan IMB.

Kata kunci :IMB, pengawasan
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pada dasarnya, tujuan didirikannya sebuah negara adalah untuk
kesejahteraan rakyat. Indonesia sebagai sebuah negara mencantumkan
tujuan tersebut ke dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam alinea ini tergambar dengan
jelas tujuan dan cita-cita Indonesia yaitu melindungi segenap Bangsa
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk memajukan kesejahteraan umum dilaksanakan pembangunan
nasional yang hakikatnya yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya
dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang menekankan pada
keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah.
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menegaskan Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang berarti
kewenangan pemerintah merupakan kewenangan yang diberikan oleh
rakyat, dengan demikian negara/pemerintah sebagai pemegang kewenangan

harus mewadahi kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Sebagai salah satu lembaga negara Dewan perwakilan rakyat daerah
(DPRD) adalah perwakilan rakyat yang berperan untuk penyelenggara
pemerintahan yang bertanggung jawab dan mempunyai hak kewajiban

sesuai dengan peraturan perundang undangan. DPRD memiliki tiga fungsi



yaitu Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah Anggaran,
Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) Pengawasan,
Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta

kebijakan pemerintah daerah.

Berwewenang Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah
mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan
oleh kepala daerah, Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pemerintahan
DPRD terdapat empat komisi yang saling berperan penting dalam
pemerintahan yaitu Komisi | yang bertugas melakuakan pengawasan
terhadap pelaksanaan undang undang dan APBN serta peraturan

pelaksannanya.

Komisi Il bertugas melakukan pengawasan terhadap bidang
perdagangan dan pertanian, sementara itu komisi 1l bertugas mengawasi di
bidang pembangunan dan pekerjaan umum dan komisi IV bertugas
mengawasi masalah kesejahtraan sosial dan sumber daya manusia yang
meliputi pendidikan dan kesehatan, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah yang
memiliki peran penting dalam pembentukan dan pengawasan Peraturan

Daerah (Perda).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga

pengawas dan pembuat Peraturan Daerah harus mampu menjalankan fungsi



pengawasannya secara efektif dan aktif dalam mengawasi pelaksanaan
Peraturan Daerah (Perda) di Kota Palembang, terdapat kecenderungan
bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah
belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Dalam beberapa kasus,
Peraturan Daerah (Perda) yang sudah disahkan oleh DPRD mungkin tidak
sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak eksekutif atau pemangku kepentingan

terkait.

Fungsi pengawasan adalah suatu proses pengamatan kegiatan
operasional yang dimaksudkan untuk lebih  menjamin  bahwa
penyelenggaraannya sesuai dengan rencana yang telah ditetakan
sebelumnya, Schermerhom mendefinisikan pengawasan sebagai proses
dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat
mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang
ditetapkan tersebut. Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang
dilakukan untuk mengendalikan berbagai pelanggaran pada pekerjaan
tertentu serta Fungsi pengawasan menjadi tugas dan tanggung jawab para
pemimpin atau manajer organisasi, mereka telah ditunjuk oleh organisasi
untuk melakukan kegiatan guna mewujudkan tujuan organisasi seperti
pengertian diatas pengawasan adalah suatu proses tindakan pemantauan atau
pemeriksaan Kkinerja karyawan untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai

dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan Juga merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa
semua aktifitas yang terlaksanan telah sesuai dengan apa yang telah di

rencanakan sebelumnya dan ada banyak alasan penyebab kegagalan suatu



organisasi atau keberhasilan organisasi lainya tetapi masalah yang selalu
berulang dalam semua organisasi gagal adalah tidak atau kurang adanya

pengawasan yang efektif.

Dikutip dari Usman Effendi (2014:138) bahwa pengawasan
merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan
pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat
dikatakan berhasil dan efektif. Pengawasan yang efektif terhadap realisasi
pelaksanaan Peraturan Daerah merupakan bagian yang krusial dalam
menjamin keberhasilan implementasi kebijakan dan regulasi yang telah
ditetapkan. Salah satu kota yang menjadi fokus penelitian ini adalah Kota
Palembang. Kota Palembang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia,
memiliki beragam tantangan dan kompleksitas dalam pelaksanaan Peraturan

Daerah.

Permasalahan muncul ketika Perda tidak berjalan sesuai dengan tujuan
dan harapan yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah. Beberapa
faktor yang mungkin mempengaruhi tingkat rendahnya keberhasilan
pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) adalah minimnya pemahaman dan
kesadaran masyarakat, kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan
sumber daya, dan mungkin juga dikarenakan efektivitas pengawasan DPRD

kurang optimal.

Pengawasan yang dilakukan olehn DPRD Kota Palembang merujuk
pada peraturan yang tertera pada peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota
Palembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

Tertera pada Bab Il bahwa DPRD Kota Palembang mempunyai fungsi
tiga fungsi yaitu pembentukan,anggaran,pengawasan dan pasal 27 yang
dimana fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap
pelaksanaan Peraturan Daerah (perda) dan Peraturan walikota atau perwali,
salah satunya pengawasan yang dilakukan olen DPRD Kota Palembang
ialah Izin Mendirikan Bangunan yang diatur dalam Peraturan daerah Kota

Palembang Nomor 5 tahun 2010

Dimana didalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, izin
mendirikan bangunan, ketentuan teknis mendirikan bangunan, serta
sertifikat hak dan yang lainya, izin mendirikan bangunan izin merupakan
suatu persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, karena erat kaitannya
dengan kepentingan dalam melakukan suatu aktivitas tertentu. Izin
merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam

hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Izin sebagai alat administrasi dalam suatu pemerintahan wajib
mendapatkan persetujuan dari pejabat negara. lzin merupakan salah satu
bentuk kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi

kesalahan kewenangan dalam melaksanakan kebijakan publik tersebut.



Perizinan (vergunning) merupakan suatu bentuk pengecualian dari larangan

yang terdapat dalam suatu peraturan.

Instrumen pemerintahannya dituangkan dalam bentuk peraturan izin
atas hal tertentu, sedangkan landasan pelaksanaan/ operasional bagi
masyarakat atau Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan adalah berupa
keputusan administrasi pemerintahan mengenai izin atas hal tertentu, 1zin
diperlukan dalam berbagai aktivitas, salah satunya dalam mendirikan
bangunan yang berfungsi dalam hal pemenuhan kepentingan publik dan

kepentingan sosial.

Dari semua jenis pelayanan perizinan, lzin mendirikan bangunan
mempunyai peran Yyang penting dalam terrealisasinya pembangunan-
pembangunan di kota palembang, dimaksudkan adanya lIzin Mendirikan
Bangunan agar Pemerintah dapat mengambil kontrol dalam rangka
pendataan fisik kota sebagai dasar yang penting bagi perencanaan,
pengawasan dan penertiban pembangunan kota, Namun ternyata masih

banyak keluhan terhadap 1zin Mendirikan Bangunan.

Perizinan di bidang pembangunan tentunya memerlukan pengawasan.
Pengawasan tersebut dilakukan oleh aparat pemerintahan yang dimana
lembaga tersebut ialah DPMPTSP yang diawasi oleh DPRD Kota
Palembang. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
(DPMPTSP) Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan



Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang.
Sebagai Lembaga yang menyelenggarakan administrasi perijinan secara
terpadu di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, dengan prinsip

koordinasi, integritas,sinkronisasi,simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 55 Tahun 2015
Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perijinan dan Non Perijinan
Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palembang, Terdapat 52 Perijinan dan Non Perijinan yang dilayani di
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Palembang, Salah satunya Izin Mendirikan Bangunan.

Dari semua jenis pelayanan perizinan , Izin mendirikan bangunan
mempunyai peran yang penting dalam terrealisasinya pembangunan-
pembangunan di kota palembang, dimaksudkan adanya lIzin Mendirikan
Bangunan agar Pemerintah dapat mengambil kontrol dalam rangka
pendataan fisik kota sebagai dasar yang penting bagi perencanaan,
pengawasan dan penertiban pembangunan kota, Namun ternyata masih

banyak keluhan terhadap 1zin Mendirikan Bangunan.



Tabel 1Persentase Jumlah Izin Mendirikan Bangunan Kota
Palembang

2019 250 40 16,00% <15% Tidak
Tercapai
2020 300 50 16,67% <15% Tidak
Tercapai
2021 320 60 18,75% <15% Tidak
Tercapai
2022 350 55 15,71% <15% Tidak
Tercapai
2023 400 45 11,25% <15% Tercapai
Total 1.620 250 — - -
Rata-rata — — 15,68% — —

Sumber: RKPD Kota Palembang, 2023

Terlihat dari tabel diatas Masih banyak warga pemegang izin yang
melakukan pelanggaran. Masih banyak pula yang mendirikan bangunan
tanpa memiliki izin mendirikan bangunan, Dan tidak sesuai dengan
peraturan IMB, permasalahan tersebut masih sering kita jumpai di Kota
Palembang maka dari itu timbul pertanyaan bagaimana Fungsi Pengawasan
tehadap IMB tersebut. Dan juga Masi ada kendala yang dialami dalam
proses pengawasan DPRD Kota Palembang terutama pada bagian perizinan
yang dimana banyak oknum yang seering menuntupi pelangaran tersebut
sehingga laporan dari masyarakat tidak sampai pada DPRD dan membuat
kinerja pengawasan DPRD terlihat cendrung kurang maksimal, salah satu
contohnya ialah permasalahan yang terdapat pada RM kampung kecil yang
berada JI. Kemang Manis terkait adanya laporan dari masyarakat yang

diduga belum memiliki izin mendirikan bangunan dan menutupi saluran air,




untuk itu Komisi Il dan OPD terkait turun langsung mengecek laporan
masyarakat tersebut dan dari uraian latar belakang diatas yang telah ditulis,
penelitian  yang akan dilakukan dengan judul, “ANALISIS
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DALAM KEGIATAN IZIN MENDIRIKAN

BANGUNAN (IMB) DI KOTA PALEMBANG”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi dan pembahasan masalah diatas maka
perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengawasan yang
dilakukan DPRD terhadap IMB (izin mendirikan bangunan) di kota

Palembang ?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap

IMB di kota palembang ?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoristis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan terutama
IImu Administrasi Publik dan untuk sebagai refrensi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya.
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1.4.2 Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini dapat diharapkan memberikan informasi,
wawasan, dan juga dapat dijadikan sebagi pertimbangan dan

sumbangan pemikiran bagi DPRD Kota palembang.
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